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ABSTRAK 

 

Sengketa pertanahan merupakan isu yang sering muncul dari masa ke masa, seiring 

bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses bebagai 

pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Pengaduan-

pengaduan masalah pertanahan pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang mempersoalkan 

suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, sengketa tanah juga merupakan perselisihan 

yang terjadi dimasyarakat dan oleh sebab itu Kepala Desa berhak menjadi mediator atas 

perselisihan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaiman 

penerapan penyelesaian sengketa tanah di Desa Bitahan Baru oleh Kepala Desa dan bagaimana 

proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Bitahan Baru yang bertujuan untuk mengetahui 

metode apa yang diberikan Kepala Desa sebagai mediator dalam permasalahan penyelesaian 

sengketa dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa agar tetap 

menjalankan win-win solution yang telah diberikan Kepala Desa terutama di Desa Bintahan Baru 

Kabupaten Tapin. Merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara kemudian data dianalisis 

menggunakan content analysis (analisis isi) serta hasil laporan dari penelitian ini berbentuk 

deskriptif analitis. Dari penelitian ini didapat hasil bahwa memang benar kewajiban dan 

kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakatnya dengan 

tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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